PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah
ini:

Nama :RIKI YANUARFI, S.H., M.Si.

Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI SUMATERA BARAT

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MARTHINUS HUKOM, S.1.K., M.Si.
Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BNN PROVINSI
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL SUMATERA BARAT

%

MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si. RIKI YANUARFI, S.H., M.Si.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI

SUMATERA BARAT
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1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi Rp.363.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi Rp.375.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat Rp.456.940.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan

Kikaruutif Rp.150.000.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi

B rrarntah Rp.68.535.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Rp.421.590.000

Komponen Masyarakat

7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah  guna
dan/atau Pecandu Narkoba Rp.115.973.000

8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi Rp.250.000.000
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap

Markotika Rp.675.000.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Rp.488.502.000
11. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan

Keuangan Rp.5.329.206.000
12. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, Rp.57.200.000

dan Sumber Daya Manusia

13. Kegiatan  Penyusunan dan  Pengembangan
Rencana Program dan Anggaran BNN Rp.149.522.000

14. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah
Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Rp.6.298.815.000

15. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan
Keprotokolan Rp.30.000.000

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BNN PROVINSI
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL SUMATERA BARAT
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